GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 47 TAHUN
2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha
di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Surat
Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 1.E/HK.03/Men.B.2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di
Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu
dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun
2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67210;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
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Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015
Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 437);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 461);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 491);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 493);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 47 TAHUN
2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI LAMPUNG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 47),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 9 (sembilan) angka yaitu 17
sampai angka 25, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
daerah Provinsi Lampung.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang
mengelola pelayanan perizinan dan nonperizinan sektoral/
teknis.
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8. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan Non
Perizinan, termasuk penandatanganan atas nama Gubernur
kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan uraian yang
jelas.

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu
pintu.
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10. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat OSS adalah
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PPSP
secara elektronik.

11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single
Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem
elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga
0SS untuk penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

12.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di daerah.

13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan usaha
atau penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan sesuai Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

14.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal, dan informasi untuk keperluan usaha atau penanaman modal
sesuai dengan aturan/ketentuan perundang-undangan.

15.Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan yang memuat persetujuan
atau penolakan/tidak dapat diproses terhadap seluruh maupun sebagai
rencana kegiatan beserta ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi
oleh pemohon perizinan dan nonperizinan dalam rangka kegiatan
penanaman modal.

16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat
KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia
yvang menghasilkan produk/output baik berupa barang mapun jasa,
berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai
acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi
penyelenggaraan statistik.

17. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan
dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pasca tambang.

18. Perizinan Berusaha asdalah Legalitas yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

19. Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/
atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang
Pertambangan mineral dan batubara.

20. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin
untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin
untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah
Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
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Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah
izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan
batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu.

Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan
kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual
komoditas mineral atau batubara.

Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah
izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa
Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/ atau bagian
kegiatan usaha Pertambangan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, meliputi sektor:
a. kelautan dan perikanan;

. pertanian;
. lingkungan hidup dan kehutanan;
. energi dan sumber daya mineral;
. perindustrian;

perdagangan;
. pekerjaan umum dan perumahan rakyat
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. transportasi;
. kesehatan obat dan makanan;
j. pariwisata;

[

k. ketenagakerjaan; dan
1. Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Rincian jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Selain pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan
kewenangan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dilimpahkan penyelenggaraannya kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mu' 1i berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menge ahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penen catannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 8 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetur g
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PRVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARIGINTO

BERITA DAERAH PROVIN‘!I LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 28



e

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 8 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya

bina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 28



